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[bookmark: _Toc138015247]2.1. Penelitian Sebelumnya
	Penelitian terdahulu yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian, penelitian terdahulu tulis menggunakan table sebagai berikut ini:
Tabel 2.1
 Penelitian Sebelumnya

	NO
	JUDUL  PENELITIAN  TERDAHULU
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN
	HASIL
PENELITIAN

	1
	“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Wolonwalu “


Rudolfus Ali (2017)

Jurnal JUPEKN: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan
	1. Metode penelitian yang digunakan


2. Permasalahan yang ditemukan

	1.Teori yang digunkan

2. Lokasi 
Penelitian dan waktu penelitian


3. Perbedaan Indikator yang digunakan
	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa wolonwalu ialah 
menyesuaikan dengan peraturan No 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah dengan terpenuhnya dimensi yang diharapkan.









Tabel 2.1
 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

	NO
	PENELITIAN SEMBELUMNYA
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN
	HASIL PENELITIAN

	2
	“Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi di Desa Muara Kuis,Kecamatan Ulu Rawa, Kabupaten Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan)

Abrol Alquroba (2020)

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saefuddin


	1. Metode penelitian yang digunakan
 
2. Permasalahan yang ditemukan
	1. Teori yang digunakan

2.Tempat dan waktu penelitian

3. Perbedaan indikator yang digunakan
	Kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan administrasi di desa Muara Kuis, berikut :
1. Sumber daya manusia yang kurang
2. fasilitas desa yang terbatas

	3
	“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Sihareo Kecamatan Sombawa Kabupaten Nias Selatan”

Kasivornis Lase (2021)

Universitas Medan Area




	1. Metode penelitian yang digunakan
 
2. Permasalahan yang ditemukan
	1. Teori yang digunakan

2.Tempat dan waktu penelitian

3. Perbedaan indikator yang digunakan
	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Sihareo adalah dengan menerapkan Strategi – strategi berikut ini :
1. strategi inti 
2.Strategi Konsekuesi
3. strategi Budaya
4. Strategi Pengawasan
Faktor yang menjadi penghambat, berikut ini:
Kurang koordinasi, kinerja aparatur desa yang kurang maksimal dan kemapuan yang kurang mempuni.




Tabel 2.1
 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

	NO
	PENELITIAN SEBELUMNYA
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN
	HASIL PENELITIAN

	4
	“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik Di Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh” (2022)

Aidil, Putra,Nanik Mandasari, dan Masnon

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
	1. Metode penelitian yang digunakan
 
2. Permasalahan yang ditemukan
	1. Teori yang digunakan

2.Tempat dan waktu penelitian

3. Perbedaan indikator yang digunakan
	Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kumun hillir, sebagai berikut:
1. Transparansi
2. Akuntanbilitas 
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak dan kewajiban

	5
	“Strategi Peningkatan Pelayanan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo  4.0 (SiPraja4.0)” (2022)

Efa Rohmatin Febriani, Ananta Prathama

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

	1. Metode penelitian yang digunakan
 
2. Permasalahan yang ditemukan
	1. Teori yang digunakan

2.Tempat dan waktu penelitian

3. Perbedaan indikator yang digunakan
	Upaya-upaya yang dilakukan, berikut :
1. Strategi pengembangan struktur
2. Strategi pengembangan prosedur
3. Strategi pengembangan infrastruktur
4. Strategi pengembangan budaya kultur
5. Strategi pengembangan pengawasan






[bookmark: _Toc138015248]2.2. Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc138015249]2.2.1. Strategi 
2.2.1.1. Definisi Strategi
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Strategi memiliki makna sebagai rencana untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam bahasa Yunani Kata Strategi dapat diartikan sebagai Seni dalam perang. Strategi dapat didefinisikan menjadi dua jenis yaitu: 
a. Strategi Umum, yaitu strategi yang dibuat untuk tujuan jangka panjang, dengan diiringi dengan tujuan yang harus didapatkan.
b. Strategi Khusus, yaitu strategi yang dibuat terus menerus, strategi ini dibuat berdasarkan masa depan yang belum terjadi.
	Menurut pendapat Setiawan dimas dalam, Rudolfus, Ali (2017:5): Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Didalam Strategi terdapat berbagai tindakan yang dilakukan secara terus menerus, dengan perencanaan dan komitmen yang disusun secara terstruktur oleh oleh bandana taupun suatu organisasi. 
	Strategi menurut pendapat Ireland,et.al dalam Yunita, Linda Desma dan Tri Handayani (2018:20) merupakan serangkaian komitmen, tindakan terpadu dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi guna mendapatkan keunggulan kompetitif. 
	Menurut Mulyadi dalam Kamaruddin Sellang Dkk (2019:110) menjelaskan jenis-jenis strategi yang dapat digunakan sebagai berikut :
1. Grand strategy merupakan usaha yang dilakukan secara terkoordinasi dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus, untuk mencapai tujuan jangka pajang dalam suatu organisasi.
2. Generic strategy merupakan suatu usaha untuk menekan biaya atau low cost yang berfokus terhadap pasar luas dan sempit.
3. Value base strategy merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan guna mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan untuk menciptakan sistem strategi yang berguna untuk keberlangsungan organisasi serta untuk menenuhi kewajiban organisasi terhadap konsumen.

	Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bawah strategi ialah cara dalam menentukan perencanaan, membuat suatu gagasan, mencari rekan bisnis, serta memiliki intergritas yang tinggi untuk menjembatani hubungankan antara strategi yang diupayakan dengan berbagai hambatan yang terjadi pada suatu keadaan dilingkungan organisasi. Dengan adanya strategi yang digunakan dalam prosesnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita dalam suatu organisasi.
2.2.1.2 Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
	Untuk meningkatkan pelayanan publik mengunakan berbagai strategi dalam pelaksanaanya, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif dan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh para penyelenggara pelayanan publik. Didalam pelaksanakan pelayanan publik diperlukannya strategi untuk menyusun dan merencanakan arah tujuan dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.
	Menurut Sentot Imam Wahyoni, Dkk dalam buku Pengantar Manajemen (2019), disebutkan dalam perencanaan strategi terdapat enam tahapan-tahapan yang saling terhubung, beritut ini:
1. Penentuan Visi, Misi dan Tujuan
2. Evaluasi Diri
3. Analisis Lingkungan Eksternal 
4. Pembuatan Keputusan Strategis
5. Implementasi Strategi
6. Evaluasi 

Berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan strategis dapat diurakan sebagai berikut ini :
1) Penentuan Visi, Misi dan Tujuan
Pada tahap pertama ini ditujukan untuk merencanakan visi, misi dan tujuan. Dan pada tahap ini juga kemampuan pemimpin dalam suatu organnisasi dinilai kemampuannya dalam menerapkan apa yang terkandung didalam visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan memperhatikan etika kerja dan sebagainya
2) Evaluasi Diri
Dalam suatu organisai sangat diperlukannya evaluasi diri, hal tersebut bertujuan untuk memahami tujuan dari organisasi. Pada tahapan ini berisi mengenai analisis yang terjadi dalam lingkungan organisasi.
3) Analisis Lingkungan Eksternal 
Penghambat dalam perencanaan strategis dipengaruhi oleh faktor eksternal, Seperti kondisi sosial masyarakat, kondisi perekonomian, perkembangan teknologi dan sebagainya.
4) Pembuatan Keputusan Strategis
Pada tahapan ini, pembuatan perencanaan strategis dibuat lebih dari satu. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi atau sebagai alternative lain. Pemilihan perencanaan strategis dilakukuan dengan menggunkan sistem analisi SWOT, dengan menggunakan sistem analisis swot dapat melihat kelemahan dan manfaat pada perencanaan strategi yang akan digunakan.
5) Implementasi Strategi
Dalam tahapan ini pemimpin mencoba memberikan penugasan dan melakukan koordinasi kepada pegawai dibawahnya.
6) Evaluasi 
Tahap terakhir ini, berfungsi dalam memastikan mengenai keberhasilan tahapan sebelumnya. Tahapan ini juga berfungsi sebagai catatan dalam penyusunan perencanaan strategis selanjutnya. 
	Menurut Osborne dan Plastrik dalam Kamaruddin Sellang Dkk (2019:117) menjelaskan terdapat empat strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan kemampuan birokrasi yang efisien dan efektif serta menciptakan kemampauan untuk beradaptasi serta kemampuan untuk memperbaharui sistem pelayanan dalam suatu organisasi. Berikut ini :
1. Strategi Inti
2. Strategi Konsekuensi
3. Strategi Pelanggan
4. Strategi Kontrol 

 Berdasarkan empat strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Strategi Inti, merupakan strategi penetuan suatu tujuan untuk sistem pada suatu organisasi. Ketika suatu organisasi tidak memiliki tujuan yang jelasakan atau adanya keliruan serta adanya tujuan yang saling bertentangan hal tersebut dapat menghambat kinerja dalam organisasi tersebut. Organisai dapat mencapai kinerja tertinggi, jika organisasi tersebut memiliki tujuan yang jelas.
2. Strategi Konsekuesi, merupakan strategi dengan cara memberikan insentif kepada para pegawai guna meningkatkan kinerja serta untuk memberikan peraturan agar dapat ditaati oleh para pegawai.
3. Strategi Pelanggan, merupakan setrategi yang berfokuskan terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh pegawai  kepada masyarakat selaku konsumen.
4. Strategi Kontrol, merupakan penetuan sistem hirarki yang bertujuan untuk mengatur jalannya suatu pelayanan yang di selenggarakan oleh organisasi publik. 
[bookmark: _Toc138015250]2.2.2. Pelayanan Publik
	Pelayanan Publik dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara No 63 Tahun 2003, Pelayanan Publik merupakan bentuk dari segala kegiatan yang dilaksankan oleh suatu organisasi pemerintah, yang merupakan bentuk dari kewajiban para pemangku kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan.
	Pelayanan Publik menurut Wasistiono dalam Hardiansyah (2011:11) adalah pemberian pelayanan berbentuk pelayanan jasa, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, ataupun pihak swasta akan tetapi dengan atas nama pemerintah, dan dengan adanya pemungutan biaya maupun tanpa adanya pemungutan biaya oleh pememerintah kepada masyarakat sebagai konsumen. 
	Penyelenggaraannya, Pelayanan Publik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada pasal 4 mengatur mengenai asas-asas dalam pelayanan publik. Pelayanan Publik berasaskan, sebagai berikut ini :
1. Berkepentingan umum
Mendahulukan kepentingan bersama, diatas kepentingan pribadi.
2. Memiliki kepastian hukum
Adanya perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaran pelayanan publik. 
3. Kesamaan hak
Adanya kesetaraan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
Adanya kesimbangan hak dan kewajiban yang diterapkan oleh kedua belah pihak,  yaitu para aparatur dan masyarakat sebagai konsumen,
5. Tidak deskriminatif
Tidak adanya tindakan-tindakan berbau deskriminatif yang ditunjukan terhadap golongan masyarakat tertentu, semuanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar.
6. Transparansi
Adanya transprasi mengenai biaya pelayanan, proses pelayanan serta waktu pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen.
7. Akuntanbilitas
Adanya pertanggung jawaban yang diemaban oleh para pejabat sebagai pemimipin dalam suatu lembaga maupun organisasi terkait pengaduan masyarakat.
8. Pemberian fasilitas dan pelayanan khusus kepada kelompok masyarakat rentan
Adanya sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat rentan seperti ketersediaan tangga khusus pengguna kursi roda dan sebagainya.
9. Ketepatan waktu
Adanya ketepatan waktu dalam proses memberikan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat.
10. Efisien, keterjangkauan serta kemudahan
Dalam persyaratannya tidak berbelit-belit, serta mudah untuk dipahami oleh masyarakat.
         Dan adapun prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diatur kedalam peraturan Kepmenpan No 63 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, disebutkan mengenai prinsip-prisip yang harus diterapkan dalam penyelengaraan pelayanan publik, Sebagai berikut ini :
1. Kesederhanaan
Yaitu dalam penerapan prosedur pelayanan dilakukan dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Kejelasan
a. Persayaratan administasi yang jelas.
b. Adanya pertanggung jawaban dari pimpinan maupun dari staf  terkait aduan dan kritikan terkait pelayanan yang diberikan.
c. Adanya rincian biaya yang jelas.
3. Kepastian Waktu
Dalam pelayanan publik, masyarakat mengharapkan mendapatkan pelayanan yang singkat dan tepat waktu.
4. Akurasi
Masyarakat sebagai konsumen mengharapkan produk yang diterimanya memiliki kepastian hukum yang sah.
5. Keamanan
Para aparatur penyelenggara pelayanan publik harus memberikan produk yang dijamin keamananya.
6. Perlengkapan sarana dan prasarana
Adanyan peralatan dan perlengkapan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Kemudahan akses
Terkait kemudahan akses lokasi tempat penyedia layanan dan kecepatan dalam hal komunikasi dengan konsumen.
8. Tanggung jawab 
Penjabat dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus bertanggung jawab dalam menerima keluhan yang dikeluhkan masyarakat selaku konsumen.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Dalam melaksanankan proses penyelenggaraan pelayanan publik, para aparatur diwajibakan harus bersikap disiplin, menerapkan sifat sopan santun serta bersikap ramah kepada masyarakat selaku konsumen dari pelayanan publik.
10. Kenyamanan
Pada tempat penyelenggaraan pelayanan publik harus tersedian sarana dan prasarana guna menciptakan kenyamanan, seperti, tersediannya toilet, halaman parkir, kursi tunggu, serta kebersihan lingkungan dan ketertiban lingkungan.
         Pada hakekatnya Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada mayarakat oleh pemerintah, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan. Bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah berbentuk pelayanan prima.
        Proses penyelenggaraannya pelanyanan publik harus menetapkan standar pelayanan serta disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kepastian ataupun ketentuan yang jelas kepada masyarakat (konsumen), serta untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat selaku sebagai konsumen. Dalam hal ini standar pelayanan diberlakukan kepada para aparatur penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat sebagai konsumen, dari penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, yang wajib dipatuhi oleh kedua bela pihak tersebut. Standar pelayanan publik, sebagai berikut ini :
1. Prosedur pelayanan publik
Adanya prosedur yang diberlakuakan terkait penerima dan pemberi pelayanan serta terkait pengaduan masyarakat menggenai pelayanan publik.
2. Waktu Penyelesaian Pelayanan 
Adanya penetapan waktu pelayanan yang dihitung sejak mengajukan permohonan, sampai ketahap waktu penyelesaian pelayanan, serta tahap pengduan.
3. Biaya Pelayanan
Adanya penetuan tarif yang berbentuk rincian terkait biaya pelayanan.
4. Produk Pelayanan 
Merupakan hasil dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan yang ditetapkan berdasarkan standar.
5. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana ditujukan sebagai alat penunjang pelayanan publik.
6. Kemampuan Aparatur Pemberi Pelayanan
Penetapan Standar kemampuan para apartur pelayanan ditetapkan berdasarkan kemampuan diri, pengentahuan, sikap, dan sebagainya.
	Untuk mengukur kualiatas standar pelayan publik dapat diukur mengunakan lima dimesi yang dikemukakan oleh Ziethamal dkk dalam buku Hardiyansyah (2011:46) sebagai berikut :
1. Tangible (Berwujud), yaitu Terdiri dari fasilitas sarana dan prasarana serta pegawai.
2. Reliability (Kendala), yaitu Kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan dengan tepat waktu kepada konsumen.
3. Responsiviness (Tanggapan), yaitu pemberi pelayanan memeliki kemampuan untuk membantu konsumen (masyarakat) dan memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Konsumen).
4. Assurance (Jaminan), yaitu kesopanan, kemampuan dan tidak adanaya keraguan dalam memberikan pelayanan.
5. Empathy (Empati), yaitu kemampuan aparatur penyelenggara pelayanan publik dalam memahami kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen.
	Tujuan dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan publik merupakan pelayan yang tidak didasarkan terhadap besaran biaya yang dibayarkan, akan tetapi bersifat keikhlasan pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyatnya. Didalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang tujuan pelayanan publik, yaitu:
1. Terpenuhinya hubungan dan batasan antara pemberi dan penerima pelayanan terkait tanggung jawab, hak, kewajiban dan sebagainya.
2. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas pelayana publik.
3. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam undang-undang.
4. Terpenuhinya kepastian hukum dan kesamaan hak masyarakat dalam pelayanan publik. 
	Proses pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai penyelenggara. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pemberian pelayanan publik menurut Moenir adalah :
1. Faktor kesadaran
2. Faktor aturan
3. Faktor organisasi
4. Faktor pendapatan
5. Faktor kemampuan
6. Faktor sarana pelayanan
	Dari pendapat Moenir diatas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan administrasi dapat diuraikan sebagai berikut ini :
1. Faktor kesadaran
Merupakan tanda bahwa para penyelenggara pelayanan mempunyai jiwa yang sehat.
2. Faktor aturan
Merupakan alat untuk menertibkan pelaksanaan dalam kegiatan pelayanan publik guna memcapai pelayanan publik yang sesuai.
3. Faktor organisasi
Organisasi tidak hanya sebagai wadah akan tetapi juga sebagai bentuk dari mekanisme yang akan diterampakan dalam setiap kegiatan didalamnya.
4. Faktor pendapatan
Ialah bentuk imbalan yang diberikan kepada para penyelenggara pelayanan publik.
5. Faktor kemampuan
Kemampuan para penyelenggara pelayanan publik sangat berpengaruh terkait efesiensi dan kefektifan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Faktor sarana pelayanan
Ketersediaan sarana pelayanan seperti peralatan, pelengkapan serta fasilitas kerja  sangat penting dalam menunjang pelayanan publik.
[bookmark: _Toc138015251]2.2.3 Pemerintah Desa
	Desa menurut Suhartono dalam Sri Maulidiah (2000 : 328), adalah tempat orang hidup yang memiliki ikatan keluarga dalam kelompok yang saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang perekonomiannya. Yang di dalamnya terdapat berbagai sarana umum yang digunkan secara bersama-sama. Dan dalam penyelenggaranya dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai pengatur, pengelolah dan sebagai penyedia pelayanan.
	Pemerintah Desa atau bisa juga disebut Pemdes ialah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola wilayah pada tingkat desa. Pemerintah desa diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa yang dikeluarkan untuk melaksanakan 216 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepetingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat 3 disebutkan mengenai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
	Dapat disimpulkan, Pemerintah Desa adalah pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengelolah suatu wilayah. Yang didalamnya terdapat berbagai penyelenggaran pemerintahan serta penyelenggaraan kepentingan-kepentingan masyarakat desa.	
[bookmark: _Toc138015252]2.2.4 Administrasi Desa
	Administrasi adalah sebuah kegiatan yang bersifat umum, serta mencakup semua hal dalam bidang kehidupan. Didalamnya terdapat tiga bidang cakupan yaitu, proses, tata usaha dan pemerintah yang menjadi pembeda dari kegiatan adminstrasi maumpun kegaitan non administrasi. 
	Ahmad dalam Kamarudidin Sellang Dkk (2019:12), menjelaskan bahwa administrasi adalah suatu proses kerja sama antar dua orang atau lebih berdasarkan tujuan yang dicapai secara rasional yang didasarkan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di lingkungan.
	Pelaksanaan kegiatan administrasi harus memperhatikan unsur-unsur pokok serta dapa menentukan dinamika didalam kegiatan  administrasi, hal tersebut dijelaskan oleh T. Keban dalam Kamaruddin Sellang Dkk (2019:12) sebagai berikut :
1. Manajemen internal dan eksternal.
2. Adanya pengaturan struktur organisasi agar terwujudnya ketertiban, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan sehingga menciptkan ketertiban dan kepercayaan masyarakat.
3. Memberikan respon yang tanggap terhadap keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat.
4. Adanya mengaturan moral dan etika guna menciptakan kedisiplinan para apartur penyelenggara pelayanan publik.
5. Pengenalan karateristik lingkungan.
6. Adanya akutanbilitas atau pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat terkait kenyamanan dan keamanan dalam mendapatkan pelayanan.
		Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi adalah kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang mencakup terkait proses, tata usaha dan pemerintah. Dalam kegiatan administrasi dilakuan dengan memperhatikan unsur-unsur pokok dalam pelaksaannya.
		Administrasi Desa ialah pencatatan data dan informasi  kegiatan yang dilakukan desa secara keseluruhan yang dicatat di buku administrasi. Dan sedangkan administrasi pemerintah desa ialah kegiatan proses registrasi yang dicatat dibuku registrasi desa yang berisi terkait pencatatan data serta informasi terkait pemerintah desa. berikut ini adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa :
1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Pembinaan masyarakat
	Pelaksananan kegiatan administrasi desa harus memenuhi unsur-unsur dalam pelaksanaanya, didalam unsur-unsur pelaksanaannya memiliki keterikatan diantara unsur-unsurnya. Berikut ini adalah unsur-unsurnya :
1. Organisasi, merupakan sebagai tempat atau wadah.
2. Manajemen, merupakan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dengan cara perncanaan, pengawasan, dan pembuatan keputusan serta evaluasi.
3. Komunikasi, sebagai bentuk penyampaian informasi.
4. Tata usaha, merupakan pengelohan yang bertujaun untuk mencapai suatu tujuan.
5. Kepegawaian, merupakan penanganan permasahan yang dilakukan oleh pegawai.
6. Keuangan, merupakan pengelolahan anggaran.
7. Hubungan masyarakat, ialah terbentuknya kerjasama dengan masyarakat dan lingkungan yang terjalin sangat baik.
	Pelayanan administrasi di pemeritah desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan administrasi  desa adalah usahan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan di desa adalah pembuatan kartu keluarga (KK), pembuatan Akta kelahiran, Pembuatan Surat Keterangan Kematian, Pembuatan Kartu tanda penduduk (KTP) dan pelayanan kependudukan dan sebagainya.
	Pelaksanaan pelayanan administrasi di desa dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan kaulitas pelayanan administrasi di desa, hal tersebut dapat uraikan menurut Philip Kotler sebagai berikut :
1. Kepercayaan adalah kemapuan dalam menyelesaikan pelayanan secara efektif dan efisien.
2. Daya tanggap adalah kemapuan para aparatur dalam menangani masalah dan dalam memberikan pelayanan.
3. Keyakinan adalah kemampuan dalam bersikap sopan santun.
4. Empati adalah bentuk kepedulian yang diberikan kepada masyarakat selaku konsumen.
5. Berwujud adalah adanya ketersedianan fasilitas penunjang dalam pelayanan administrasi desa.
[bookmark: _Toc138015253]2.3. Kerangka Pemikiran
	Masyarakat ialah objek dari penyelenggaraan pelayanan publik, yang dalam hal ini masyarakat menuntut para penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal sebagai mana hubungan dan batasan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut, yakni masyarakan sebagai konsumen dan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik. Strategi pendekatan  yang diterapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, guna meningkatkan pelayanan publik disesuaikan dengan keadaan masyarakat.
	Pemdes atau Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah yang mengelolah dan mengatur ditingkatan desa.  pemerintah desa berperan sebagai pemberi  dan penyelenggara pelayan publik kepada masyarakat. yang dalam pelayanannya pemerintah desa memberikan pelayanan berupa produk pelayanan administrasi. 
	Kerangka Pemikiran pada penelitian mengenai “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”, yaitu melihat bagaimana pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, bagimana strategi yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi, dan bagaimana pemerintah desa dalam menghadapi serta mencari solusi terkait hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
	Penelitian ini menggunakan operasioanal variable  Mulyadi dalam Kamaruddin Sellang Dkk (2019:110) menjelaskan jenis-jenis strategi yang dapat digunakan sebagai berikut :
1. Grand strategy merupakan usaha yang dilakukan secara terkoordinasi dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus, untuk mencapai tujuan jangka pajang dalam suatu organisasi.
2. Generic strategy merupakan suatu usaha untuk menekan biaya atau low cost yang berfokus terhadap pasar luas dan sempit.
3. Value base strategy merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan guna mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan untuk menciptakan sistem strategi yang berguna untuk keberlangsungan organisasi serta untuk menenuhi kewajiban organisasi terhadap konsumen.






	Untuk menggukur pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah desa sirnabaya penulis menggunakan pengukuran pelayanan publik menurut Menuut Ziethamal dkk dalam buku Hardiyansyah (2011:46) :
	1. Tangible
	       2. Reability
                   3. Responsiveness
                   4. Assurance
                   5. Emphat













[bookmark: _GoBack]	Kerangkan pemikiran penelitian ini, digambarkan melalui alur gambar 2.3 Alur Kerangka Pemikikiran dibawah ini :Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

	 INPUT	
Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di desa sirnabaya ,menurut pendapat Mulyadi dalam Kamaruddin Sellang Dkk (2019:110) Sebagai berikut :

1. Grand Strategy
2. Generic Strategy
3. Value Base Strategy


FEEDBACK


            PROCESS
Pelayanan publik menurut Ziethamal dikk dalam Hardiyansyah (2011:46) :
1. Tangible
2. Reability
3. Responsiviness
4. Assurance
5. Empaty

		


		Pelayanan administrasi di Desa Sirnabaya Sudah maksimal
Pelayanan Administrasi di Desa Sirnabaya belum maksimal disebabkan oleh : 
1. sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi yang  bertele-tele.
2.  penginformasian terkait prosedur pelayanan yang kurang tersampaikan kepada masyarakat.
3. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik.
4. sumber daya manusia yang terbatas. 


OUTPUT

OUTCOMEE

		
		
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

